PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR { TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DA,

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa
ketentuan mengenal  biaya perjalanan  dinas  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk
menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati
Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya
Pefjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2018, perlu digant
untulk disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada hurufl a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, HKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Megara (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di  Propinsi  Benghkulu
[Lembaran Megara FRepublik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4578},
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 196, Tambahan Lembaran Megara Republik
[ndonesia Nomor 5934);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan HKeuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 310);
Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjiawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BD Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Momor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2018 Nomor 133);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Momer 9);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2017 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA FERJALANAN DINAS

BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2,

=

N ;s

© o

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati schagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong,

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.

Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakdlan Rakyat Daerah dan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinghkat SKPD adalah
perangkat  daerah  pada  Pemerintah Daerah  selaku pengglina
anggaran/pengguna barang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah Yang terdini dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah vang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRED Kabupaten Rejang
Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pegawal Negerl Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga négara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudulki jabatan
pemerntahan,

Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pihak-
pihak di luar PNS yang berdasarkan penilaian dan pertimbangan Kepala
SKPD yang mengeluarkan SPPD, dapat melaksanakan Perjalanan Dinas
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD vang bersanglkutan,
seperti Aparat Pemerintah Desa, Ajudan, Pegawai Tidak Tetap, pihak lainnya
(lembaga forganisasi/ masyarakat perorangan) Tim Penggerak PKK, Dharma
Wanita, Pejabat/PNS pacda instansi vertikal,

Pegawai Tidalk Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untul melaksanakan
tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya
menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah,

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dar tempat kedudukan ke tempat
yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula untuk kepentingan Daerah/Negara atas perintah pejabat yang
berwenang.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Lumpsum adalah uang vang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah
ditetapkan dan dibayar sekaligus.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan vang dihitung
berdasarkan tarif vang berlaku menurut Peraturan ini.

Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yvang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuaij
dengan tugas dan fungsinya,

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan petjalanan dinas serta,
pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

. Tempat Kedudukan adalah tempat/Daerah dimana SKPD berada,

- Luar Daerah adalah luar Kabupaten Rejang Lebong,

- Dalam Daerah adalah dalam Kabupaten Rejang Lebong,

. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat vang berwenang menerbitkan dan

menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.

.Uang Representatifl adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Nepara,

Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Angpota DPRD, dan Pejabat Eselon 11,

- Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya vang diberikan

untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas
luar daerah bagi Pejabat Negara.

. Pendidikan dan pelatihan yvang selanjutnya disebut Diklat adalak pendidikan

dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim, H/HL/TV) maupun pendidikan dan
pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka
meningkatkan kemampuan kerja.



_ | + ¥ang selanjutnya  disebur Spp adalah
dokumen yang dibuat/diterhitlan oleh Pejabat yang bertanggungjawah atas

pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA j i
. : atau pejabat lain

yang ditunjuk unrak mencairkan dana Yang bersumber dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan,

BaB Il
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Per:_au.uran Bupati ini mengatur mengenal pelaksansan dan pertangsungjawaban
Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah,
ﬁnggqm DPRD, Pejabat Eselon IL, 1l dan 1V, Pepawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri  Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang
anggarannya dibebanican pads APBD Kabu paten Rejang Lebong.

BAB 1INl
FPRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut ;
a. selektif, yaitu hanva untuk kepentingan yang sangat tinggi dan priortas yang
berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;

c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan
jumlah harinya dibatasi: dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan
pembebanan Perjalanan Dinas,

BAB IV
FERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1} Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Daerah; dan
b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah.
(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan dalam
rangka :
a. gt-laksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; .
b. mengikuti diklat kepemimpinan, diklat teknis dan prajabatan serta
mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya; )
c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan
di luar Tempat Kedudukan;
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d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada
di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dolter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

e. harus memperaoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan

surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena

melakukan tugasnya:

mengikuti pendidikan setara Diploma/$1/52/53;

mengikuti pendidikan dan pelatihan:

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri vang meninggal

_ dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau

L. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman  jenazah Pejabat
Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari Tempat Kedudukan vang terakhir ke Kota tempat
pemakaman.

T

Pasal 5

Setiap PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas, terlebih

dahulu  menyampaikan permohonan secara tertulis melalui nota

dinas/surat/telaah kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretarie Daerah untulk
mendapatkan persetujuan,

Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikecualikan bagi :

a. PFimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong;

b. Perjalanan dinas dalam daerah:

c. Perjalanan dinas menghadifi undangan dar Kementerian, lembaga
pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan dafiar vang tertera
dalam undangan.

Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

diwakilkan kepada pejabat lain di luar daftar yang terters dalam undangan

atau dengan pertimbangan tertentu mengikutsertakan pendamping atau
pengikut, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1].

Setelah  permohonan  melaksanakan pergalanan  dinas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Tugas

dan SFPFD oleh Pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

Pejabat vang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan

SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran

yang tersedia pada SKPD masing-masing.

Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan

SPPD sekaligpus menetapkan alat transportasi vang digunakan untuk

melaksanakan perjalanan dinas vang bersanghutan dengan memperhatikan

kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut,

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD yaitu sebagai

berikut ;

a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;

b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan
ditandatangani oleh Waldl Bupati;

c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;

d. Pejabat Eselon 1, Camat dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah
ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;

e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

g Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
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h. Pejabat Eselon IV, Staf, PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh
gekrel;ﬁs Daerah atau Asisten yang ditunjuk sebagai PLH Sekretaris

aerah;

i. Pejabat Eselon 11, IV, Staf, Fungsional Tertentu dan PTT pada SKPD
ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala
SKPD vang biayanya dibebankan pada SKPD yang bersangkutan,

j. Tim Penggerak PHK/Dharma Wanita/instansi vertikal/pihak lainnyva
yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah atau  Asisten Administrasi Umum atas nama
Sekretaris Daerah;

k. Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita/instansi vertikal/pihak lainnya
yang biayanya dibebankan pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKFD
atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD,

l. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati,
Pejabat Eselon Il, Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.

{8) Batazan jumlah PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas
dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan sebagai berikut :

a. stal hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas yang sifatnya
mendampingi atau pengikut dar pejabat, Pimpinan dan Anggota DFRD,
atau atasan langsungnya yang melaksanakan perjalanan dinas, kecuali
perjalanan dinas yang berdasarkan undangan/surat dari penyelenggara
kegiatan mengharuskan stal untuk menghadin/mengikuti secara
langsung kegiatan yang dilaksanakan;

b. perjalanan dinas dengan tujuan koordinasi, konsultasi atau sejenisnya,
paling banyals 3 {tiga) orang (telah termasuk pendamping atau pengikut];

c. perjalanan dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan
yang dilaksanakan;

d. perjalanan dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Angegota DPRD
Kabupaten Rejang Lebong di luar alat kelengkapan, dapat didampingi
paling banyak 1 (satu] orang pendamping Sedangkan untuk
mendampingi kegiatan alat kelengkapan DFRD Kabupaten Rejang
Lebong, didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping.

e. perjalanan dinas dengan  tujuan menghadin  undangan dan
Kementerian/Non Kementerian, Pemerintah Provinsi atau lembaga
disesuaikan dengan jumlah peserta yang diundang;

f. perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti bimbingan tekmis/diklat,
disesuaikan dengan rencana pelaksanaan bimbingan teknis/diklat pada
masing-masing DPA/DPPA SKPD;
perjalanan dinas dengan tujuan lainnya dan/atau dengan pertimbangan
tertentu jumlah PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b s/d huruf {, dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan setelah mendapat
persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

BAB V
BIAYA FERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagal berikut ;

a. uang harian;

b. biaya transport

¢. biaya penginapan;

d. uang representatif;

e. sewa kendaraan dalam kota; dan fatau

[ biaya menjemput /mengantar jenazah, RS
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(1)

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari uang
makan, uang transpor lokal, dan uang saku.
Ia}l;aetm“ Sport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

8. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan
]"fbﬂ_mﬂgkatah dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/
atﬂ%!Un{ bandara /pelabuhan keberangkatan:

b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan;

¢. biaya bagasi Pesawat Udara maksimal 20 (dua puluh) Kg.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan

biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan/atau di tempat

menginap lainnya.

Da]a.m1 hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh
persen| dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum

U?-“EI representatil — sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Pejabat Eselon Il selama melakukan Perjalanan Dinas.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk

keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk

biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyvak dan pajak.

Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan

biaya angkutan jenazah.

Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam lampiran | dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalarm hal Perjalanan Dinas dilakukan seeara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar atau sejenisnya, untuk
seluruh Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ PTT dapat
menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar
penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota DFRD / PNS [ PTT dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini,

Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di
hotel vang sama dengan tarif terendah.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas digolonghkan sebagai berikut :

Biava Perjalanan Dinas untuk Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD:
Biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretariz Daerah [/ Anggota DPRD ;
Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon 11

Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon 1l atau PNS Golongan IV ;
Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan 111 ;
Biaya Perjalanan Dinas untuk PNS golongan 11 atau I atau Sopir.

mAeppop

HABAG




1<)

3)

{4

(5)

is)

7

(8]

(1)
(2

Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Non PNS seperti Aparat
Pemerintah Desa, Ajudan, PTT, pihak lainnya {iembagafnrganigasif
masyarakat perorangan) Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pejabat/PNS
pada instansi vertikal, sepanjang berdasarkan penilaian dan pertimbangan
Kepala SKPD yang mengeluarkan SPPD, Perjalanan Dinas Non PNS
dimaksud memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Em.ya Pegjalanan Dinas bagi Aparat Pemerintah Desa, maka pemberian biaya
Er_!;]anan Dinas kepada vang bersanglutan, diberikan tarif sehagai

rikuit :

a, :(‘fpaja Desa diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon
b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberlakukan tarif yang disetarakan
dengan PNS Golongan | atau 1l atay Sapir,

Biaya Perjalanan Dinas bagi Ajudan, Pegawai Tidak Tetap (FTT) dan pihak
lainnya di luar SKPD, diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PN3
Golongan | atau 11 atau Sopir.

Biaya Perjalanan Dinas bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong,
ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua dan Wakil Ketua diberlakulkan tarif yang disetarakan dengan

Pejabat Eselon [1;

b. SBekretaris, Bendahara dan Ketua Polja  diberlakukan tanf yang

disetarakan dengan Pejabat Eselon 11

€. Anggota diberlakukan tarif yang disetarakan dengan staf golongan I11;
Biaya Perjalanan Dinas bagi Dharma Wanita Kabupaten Rejang Lebong,
ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua diberlakukan tarif vang disetarakan dengan Pejabat Eselon IT;

b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja diberlakukan tarif

yang disetarakan dengan Pejabat Eselon [I;

c. Anggota diberlakukan tarif yvang disetarakan dengan staf golongan II1;
Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/PNS pada instansi vertikal yang biaya
Perjalanan Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong,
diberlakukan tarif yang disesuaikan dengan Eselon dan Golongan masing-
masing Pejabat/PNS,

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon 11 Golongan 1V,
Eselon IV [ Golongan 1l dan PNS Golongan 11 atau | atau Sopir, dalam
rangka :

a. koordinasi dan konsultasi :

1. dengan tujuan dalam wilayah daerah diberikan biaya paling lama 2
dua) hari;

2. fienga.n tujuan Ibu Kota Propinsi dan/atay Kabupaten/Kota lainnya
dalam Provinsi diberikan bilaya paling lama 2 {dua) hari. Dikecualikan
untuk perjalanan dinas dengan tujuan Kabupaten Kaur dan
Kabupaten Muko-Muko diberikan biaya paling lama 3 (tiga) hari:

3. dengan tujuan Ibu Kota Negara (Jakarta ) dan/atau Propinsi lainnya
diberikan biaya paling lama 4 [empat) hari.

b. selain koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
jangka waktu atau lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan
kebutuhan,

Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam Daerah, diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa
uang harian dan dapat diberikan uang penginapan. . .

Besarnya uang harian dibayar secara hmtpsam sebagaimana dimaksud p“.'da
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lamptlr&n Il dan merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 10

Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Daerah men ggunakan kendaraan dinas, maka

selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan
jarak tempuh,

Pasal 11

Khusus Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam Daerah dari Kecamatan ke
Desa/Kelurahan diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya
transport, yang besarnya sebagaimana tercantum dajam keterangan Lampiran 11
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Apabila perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Desa/Kelurahan
dalqm 1 (satu) hari, maka uang harian dibayar hanya 1 (satu) kali dari nilai yang
tertinggi.

Pasal 13

(1} Perjalanan Dinas dengan tujuan dalam Provinsi, diberikan biaya Perjalanan

Dinas yang terdiri dari :

a. uang harian;

b. biaya penginapan;

c. biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan
urmum;

d. uang representatif (kKhusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DFRD,
Anggata DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon [1).

(2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar
secara lumpsum, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il Peraturan Bupat ini,

(3] Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas
tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada
yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga
puluh persen) dari tarif hotel sesual dengan kota tempat tujuan, dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran 1V Peraturan Bupat ini.

(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibayarkan
sesuai dengan biava il

(5} Uang representati{ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar
gecara lumpsum, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Bupati ini.

{6) Lampiran III, IV dan V sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat [3) dan
ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 14

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Frovinsi menggunakan kendaraan dinas,
maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan bahan bakar
minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan
pengganti pembelian bahan bakar minyak sebagai biaya transport,

(2) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum dibayarkan
berdasarkan pengeluaran riil (at cosf), dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan ke luar Provinsi diberikan biaya yang
terdiri dari -

uang hanan ;

fasilitas dan biaya transport;

biaya penginapan;

unang representatil (khusus untulk Pejabar Megara, Pimpinan DPRD,
Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon 11);

sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Pejabat Negara);

biaya menjemput /mengantar jenazah.

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan Bupat! ini.

Fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.

Biaya taril tiket pesawat udara (telah termasul biaya bagasi maksimal 20
Kg) bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon 11,
I, IV dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong ke luar Propinsi Bengkulu dengan tujuan lbukota Negara [Jakarta)
danfatau dengan tujuan Fropinsi selain Ibukota Negara, disesuaikan dengan
tarifl yang berlaku pada har keberangkatan.

Biaya transport dari Curup-Bandara-Hatel (tempat tujuan) pulang pergi
diberikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus fbu rupiah) vang dibayarkan
Secara lumpsum,

Besarnya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Uang Representatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul [, tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
Biaya pemetian dan anghkutan jenazah sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XTI Peraturan Bupati ini.
Lampiran ¥, VIl, VLI, IX, X dan X| sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ayat
(3}, ayat [B), ayat [7), ayat (B) dan ayat (9] merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pazal 16

Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a dan hurufl d, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan
untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsum.
Besarnya biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dalam
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b
dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum dan tidak diperkenan melewati
batas tertinggi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf ¢
dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas
tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada
yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % [tiga puluh
persen) dari tarif hotel sesual dengan kota tempat tujuan sebagaimana
lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Perjalanan Dinas ke luar Provinsi mengpunakan kendaraan dinas, untulk
biaya transportasi diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan
jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian Bahan Balear
Minvak.
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v/ Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mf?gfuna;mn Jasa angkutan umum dibayarkan berdasarkan pengeluaran
cost),

Pasal 18

Perjalanan Dinas untuk mengiluti dildar kepemimpinan, diklat teknis dan
Prajabatan serta mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya (termasulk mengikuti

Pl_:!lali:‘aﬂnaa.nnya dengan atau tanpa setoran/kentribusi, maka uang harian
diberikan dengan ketentyan sebagai berikut -

a.  diselenggarakan oleh lembaga non kementerian atau pihak Leti . u
h:eu'ian diberikan sebesar Rp. 160.000,- per hari: ? o uang
b. diselenggarakan oleh Kementerian, lembaga pemerintahan, Pemerintah
Provinsi atau Perguruan Tinggi Negeri Terakreditasi A
1. hari pertamsg sampai dengan hari ketiga dibayarkan sesuai dengan
standar uang harian yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini;
2. hari keempat dan seterusnya dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari standar uang harian yang berlaku berdasarkan Peraturan
Bupati ini:
3. pembayaran uang harian sebagaimans dimaksud pada angka 1 dan
angka 2, sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah,

Pazal 19

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD/Unit Kerja yang mengeluarkan
SPFD bersangkutan,

BAE V1
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas Pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.

(2] Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme
UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembavaran Langsung (L5).

(3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui  mekanisme Ur/GufTU
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/ Pimpinan
dan Anggota DPRD/Pegawai Megeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap  yang
melaksanakan Perjalanan Dinas ocleh Bendahara Pengeluaran dar UPfTL
yang dikelolanya.

(4] Besarnya uang muka yang diberikan berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 21

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung
(LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanpan yang berlaku,

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan

Anggota. DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan

mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

a. biaya Perjalanan Dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan
dinas dilaksanakan;

b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas
dibayarkan.
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BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

(1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan
Perjalanan Dinas.

(2} Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat
dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan
dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang, o

{3] Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci
dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.

{4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan
lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD
bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota
DPRD / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan
Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.

(5} Pada SPPD dicatat:

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-
tangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjul; )

b. tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani
oleh pihak/psjabat di tempat yang didatangi; dan

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat
Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjulk.

(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan,
SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan
pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan Perjalanan
Dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran,

(7) Pada saat penyerahan SFPD dan laporan Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat
kekurangan /kelebihan biava Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan
semula.

(8) Pada dasarnya pertanggungiawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas
yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan
Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan wakty
serta biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 24

1) Pejabat Ncgarqf?impinan dan Anggota DFRDY Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai
Tidale Tcrapflpjhak terkait lainnya, mempertanggungiawahlan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 {(lima) hari kerja
setelah perjalanan dinas dilaksanalan.

{?) Pertanggungjawaban biaya pedalanan dinas sebagaimana dimaksud
ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa : pada
a. Surat Perintah Tugas vang sah dari pemberi tugas;

b. SPFD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di
tempat pelaksanaan perjalanan dinas atay pihak terkait yang meniadi
tempat tujuan perjalanan dinas; €

c. tiket pesawat, boarding pass dan biava pendukung | —
tambahan bagasi pesawat; g iy asuk

d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagai
dalam Lampiran XI| Peraturan Bupati ini; dan BRIttt

e, bukt pembayaran hotel atay tempat menginap lainnya.

T
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w) Dalam hal bukti pengeluaran tiket pesawat dan boarding pass dan/atau
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf e tidak
diperoleh dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar
pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf d.

(4) Perkiraan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam
nincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) PASKPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum
dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan
Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing SKPD.

(2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta
mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan
lamanya perjalanan,

{3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
dan  Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara
sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersanghutan
dalam hubungannyva dengan Perjalanan Dinas berkenaan,

(4] Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dapat dikenakan tindakan berupa :

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku; dan atau

b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut
ketentuan vang berlaku.

Pasal 26

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lehih)
dalam pertanggungiawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang
diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
dilakukan.

Fasal 27

{1} Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas menyampaikan seluruh
bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
kepada PAJKPA.

(2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Fimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai
Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap vang bersangkutan dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Megara/Pimpinan dan
Anpgota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah
melakukan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada

Bendahara Pengeluaran,
FRFRF ROAERS!
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(5]

(1)
(2)

Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA,

Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat

Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak

Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas dengan tetap berpedoman

terhadap standar tertingi yang diatur dalam Peraturan ini,

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan melalui mekanisme

Pembayaran Langsung (LS oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22, dengan ketentuan sebagai berilout ;

a. apabila Biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai MNegeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan
tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;

b. apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan,
kekurangan tersebut tidak memperoleh pengegantian.

BAB VIII
FENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 28

Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian  internal terhadap
pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya
Pejjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atag Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya
Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2018 tenitang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomer 6 Tahun 2016 tentang
Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [ FLHA: ROR]

HABLG

15 ﬁ,nsuB-H:FGl .




Pazal 30
Peraturan Bupati inj mulai berlakuy pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curu .
Pada tanggal 27 ruar: 2019

Diundangkan di Curup .
Pada tanggal 27 Febuowi 2019

N H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 5.2¢
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Lavmapirmna 1

Peraturan Bupati Rejang Lebang,

¥ Tahun 2019

Mamar i
Tanggal H Fhnpri 2019
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
- TUJUAN Bupatl / Ketua ';,:‘:1"'":::1*"_" Anggota DPRD| Esclon I/ | Bselon IV |Golomgen T/1L/
KECAMATAN DFRD DPRD jSckda | ! Eoelen 8 | Coloagan IV | Gelongen 1 Soplr

1 |Curug Kot 15008 LA 120 000 e 75,0063 [ERE L

2 [ urup Tengah 150 (0 140,000 120000 100, (3K 75, 00K 60.000

3 [Curp Utam 150000 1AL 000 120, C0060 1000 T5.00 LR

1 |Curup Tunur 1543 00 148000 120, CH T CHIEE T 06 G4, Dy

5 JChimp Selatan 1500000 140k D10 10000 10000 75000 (), L

G [ernmii U A05.000 Q05 FrE.000 255000 2300400 215000

7 |Fermani Uln Bayn ANG.AHM 295 6 FT5.000 A55.000 230,648 215000

A [Belig Bejang 305000 F05 00 275 000 A55.000 230,040 2150

9 (Suudang Kelings AL 00K a5 000 A75.000 355.000 330000 315.000

1 | Bisslusianeg 05000 595 000 A75.000 A55.000 30000 5000

11 T 05400 335000 A75.000 A55.000 BACAIH] F15.1K)
12 [Sindang Datnran A B0 0D AQCL BR0.000 AR 335000 F2.000
13 |Simdang Beliti Ula A 1E0.0000 A0 DOy BEO. (O 360000 35000 S F LR
14 [Sarelang aeliey The A1000H0 A (6N RO OO AG0N 35000 A200. 00
1o JKow Padang AR0.000 A0CLOD0 R0, O A6 RRLA ] 20000
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Lampiran 11

Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomer ¢ §  Tahun 2019

Tanggal : 27 ?H;rw." 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (PER/HARI)

NO, TUJUAN KABUPATEN/KOTA JUMLAH

I [KOTA BENGKULU 400 000
2 |KABUPATEN KEFAHIANG 250,000
3 |KABUPATEN LEBONG 275,000
4 |KABUPATEN BENGKULLU TENGAH 300,000
5 |KABUPATEN BENGKULU UTARA me0-000
6 |KABUPATEN BENGKULU SELATAN 550.000
7 |KABUPATEN KAUR . 750.000
B |KABURATEN SELUMA 450,000
9 |KABUPATEN MUKO MUKO 750.000




Lamprran [V

Fermturan Bupati Rejang Lebang

Warmor 7 Tahumn 2009
Tan 3 TP L
'
BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN PERHARI / AT COST
Wakdl Bupat
| [———————— Bupsti / |/ oraci) soranl  AOEES gonion gir g | Easiontv ¢ [Sotoagan o
i Kelus DPRD DFRD | u thalongan IV | Goloagan B | /1 / Bopir
Sukdn

I [Herma BENGELILD 1| 20 gan [RE BT Esl] THCEON TRKE AN S0 I0 L RN}
£ FRABUPATEN WETAHIANG AGS 00 HS.000 440, [HHY 85,000 230000y 2200000
i FRABUPATEM Listima AGS5.000 AH5.000 FA(r (MA} UL (B ANDEK FA0.000
A [RABAIPATEMN DENGKULL TERCAL 463,000 AGS.0M) A40 W00 85 00 RER] AM)000
O [HRABUPATES DIENGEULD UTARK A5, D) #6540 440,000 RS OOi ‘.nn ] 2Hr000
01 PRABLFATEN HEROKULL SELATAN LR ] 45000 A DIN 385 D0 TR W] 2200 (0D
T |EAHUPATER M MUKD HAG 00 AGH.O00 AL S 000 330 (K 2200 14y
B EAEUPETEN KALIR A5 0 AG5. 000 A40. L0 AES (I 330,000 T
G [IASUPATEN SELLMA AGS O AG5000 A0, 003 J85.0040 30,000 FICHAHMY




Limjzran ¥

Pomtuwrnn Bupati Rejung Lok

Noaunr
Tanggal

Valunis 2004

af Tebnger 2010

UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/ SEKDA / ANGGOTA

DFRD/ PEJABAT ESELON II KE LUAR DAERAH

N, HAMA JARATAN BESARNYA [Rp) DALAM | BESARNYA (Rp] LUAR HETERANGAN
FROPINSI PROPINS]

[ ) — 1]

1 |Hupat 1200 K 1500000 fier-han

2 okl Hupamis FEG 000 | 250K [Per-han

S AP emmnan RN ) Scbals TS0 OO 1,250, 000 [ Pree-lingy

4 Anpnota DR B OO b 106000 fier-han

S |¥rjuban Exclon 0 50 000 SO0 000 [Pre-lear




Lampiran V1 Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nemior F  Tahun 2019
Tanggal M %'IDW

PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
DALAM PROVINSI BENGHULU DAN LAINNYA

HO. KOTA Tm;t:;“m KETERANGAN

Vi - Musun Aian [P Hp 120 e
2 JCp ~ Repaltiang §FF) Ry i
A g = Beigkaale (PR By 200,000
T [Cnacig = Koz Tonggl (A : Hp 150,000
G Curiip - Avs Makimor (PP Rp 250,000
O fCp - M (1P Hp 273000

L - Blataluan (19 Rp  3konn
K Curup = Tais [1PA) Hp 2300000
2 i - Mukomie (PR Kp AR




Lampiran Wil Peraturan Bupsti Rejang Labang

Momor

Tahun 2019

Janggal . a7 T bwor; 2010

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI / LUAR PROVINET

BUPATIF
WAKIL SEKD#A STAF STAE
= URmiaN SATUAN | BuweaTy ANGGOTA | ESELON n|ESELON I ESELON iv| GOLONGAN | GoLoNGAN
FMPINaN | DPRO (=1 N 1 Eagh |
OFRD
11 12 [E]] [T i) [
T | SELURUH PROVINS) Ot INDONESIA OH 2,000 000 T 000 6501 D00
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FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

Lampiran VIII

Nomor

Tanpgal

Peraturan Bupati Rejang Lebong
Tahun 2019

27 Februar: 2019

——— e r———

!H..II‘.&JABA.TAH,J' MODA TRANSPORTASI
No. PANGKAT PESAWAT HAPAL HKERETA LAINNYA
UDARA LAUT API/BUS _
(1) 12) [E]] (4] (5) 6]
1jBupati { Wakil Bupati /
Pimpinan DPRD /Sekda Ekonomi/ ; Sesuai
Bisnis/ Ekseleutif] *©12#1B | Elseloutil | 0 @ ioan
2l Anggota DPRD
Eselon [1 . , Sesuai
3 Ekonomi Kelas 1B Ekseliutif Kenyat
3|Eselon 111 § Gol. IV )
Ekenomi KelasTI A | Eksekutif Kci;“;:'m
4|Esclon 1V f Gol. III .
Ekonomi Kelas IT A Eksekutil Kj'::u'm
S[Gol. 1/ 1/ Sopir
Ekonomi KelasTA | Ekseleutir mi“::t:*m

=
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Lampiran X Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomar H Tahun 201%
Tanggal ;27 ?_i‘ﬁﬂg w2019

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

i
Ho. NAMA JABATAN MAKSIMAL BESARNYA FER-HARI (Rp}
= keterangan
B [ ™ 1
1 IBupar dan Wag Bupati 1,000,000 Per-hari
2 IFirnpcinnn DPFRD Per-hari




Lampiran XI  Peraturan Bupati Rejang Lebang
Nomoar

Tahun 2019

: Tanggnl : 3 Whwsow: 2010
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